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Amnesti Pengquna Narkoba

Demi Kemanusiaan Dan Demokratisasi

WAKIL Ketua Komisi XIITDPR
Sugiat Santosa menilal wajar
rencana Pemerintah memberikan
abolisi dan amnesti tethadap
penpoguna narkoha. Sebah ini
menyangkut prinsip kemanusian
dlan demokratisasi. dua hal yang
menjadi alasan Presiden ingin
menpeluarkan amnesti dan abiolisi

Prinsip kemanusiaan, karena
banyak tahanan narkoba yang
sudah sepult atau berusia 70 ta
bun dan sakit -sakitan. "Sehingga
alangkah baiknya di usia seperti
ifu dikembalikan ke keluarganya
daripada menghabiskan usianya
ol rutan atau lapas,” kata Sugiat
ol Gedung DPR. Jakarta, Selasa
(18/1172025).

Diketahui, Menteri Koordina
tar (Menko) Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia (HAM), Imigrasi,
idan Pemasyarakatan Yusri] Ihza
Mahendra tengah menghaji ren
cana pemberian amnest dan aboli
si tethadap pengauna narkoba.
Pengkian ini dilakukan setelah
Presiden Prabowo Subianto me
nyatakan kepribatinannya terhadap
sejumlah pernuda usia produktif
yang terfibat dalam kasus tersebut.

"P'ak Presiden pada waktu itu
mengatakan kepada para menterd

dan para pembantunya, mungkin
enppak diberikan amnesti atau
pun abolisi dalam kasus-kasus
narkotika sepertiini,” ujar Yiusril
di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Untuk ifu, kata Yusril, Peme.
rintah sedang melakukan peng.
kajian terhadap 44 ribunama, ke
mudian menyeleksinya menjai
sekitar 4 ribu orang. " Sekarang
ini caba dikajiJebih jaub, karena
ternyata ada mereka yang bukan
hanya sekadar pengauna, api
juga thut menpedarkan." kata
Yusril

Sugfat melanjuthan, dalam
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (RKUHAP) vang akan
diberlakukan tahun 2026 juga
diatur pemakai narkoba dan tidak
menjaditiandar hanya diwajibkan
direhab dan fidak perlu dipenjara
lagi. "Kalau handar narkoba tetap
wijib dihukum.” tegas anggota
Fraksi CGerindra ini.

Sugiat menegaskan saat ini
dibutuhkan ketesasan dari aparat
penegak hukum seperti ke
polisian dan Badan Narkotika
Nasional (BNN) untuk mem
berantas narkaba di segala lini.
Langkah tegas ini dibarapkan
agar penyalahgunaan narkoba,
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Khususnya di kalangan generasi
muda diberantas hahis.

‘Sebetulnya polisi dan BNN
sudah tah siapasaja bandar besar
narkoba yang bermain sehingga
tinggal ditangkap saja, teaasnya

Lniuk tu, Sugiat meninia polisi
dan BNN agar tidak main-main
dalam memberantas narkoba.
Segera tangkap para bandar dan
hukurn dengan seberat berainya.
" Apalagi Pemerintah sudah mene
tapkan Lapas Nusakambangan
untuk para bandar bandar hesar
nirkoba, " imhufinya.

Senada, anggota Komisi X111
DPR Shadig Pasadigoe menga

takan, pemberian abolisi dan am

nesti bag pelalu kasus narkotka,
khususnya usia produkiif hanya
dapat dilakukan berdasarkan Pasal
14 UUD 1945 dengan pertimban

gan DPR. Juga harus merujuk pad:
Undang-Undang Nomor 22 tahun
2022 tentang Pemasyarakatan dan
Undang: Undang Nornor 36 tabun
2004 tentang Narkotika. "Kita
memahami kepedulian Pemer

intah terhadap penerasi muda
yang terseret sehagal pengauna.
Mereka vang murmi korban me

mang layak direhabilitasi.” wjar
Shadiq. dalam keterangannya,
Selasa (18/11/2029).

Namun, Shadig menekankan,
negara tidak boleh memberikan
toleransi kepada pengedar dalam
Jaringan tecorganisasi. Sebah ini
stal masa depan bangsa. Kita
harus tegas terhadap mereka
yang merusak kehidupan pene
rasi muda," tandas anggota
Fraksi NasDem ini.

Shadig mengatakan, air keruh
isa dijernihkan, jalan bengkok
bisa diluruskan. Ini sebagai gam
baran rehabilitast tetap terbuka
hagi korhan. Tapi penegakan
hukum harus telap tajam kepada
pelaku kejahatan hesar.

Kamisi XI1TDPR akan mem
herikan pertimbangan ohjekif
apabila usulan amnesti res
mi diajukan. Pihaknya akan
mengawal agar kebijakan tetap
berkeadilan. "Yakni, melin
dungi generasi muda. sekaligus
memberi efek jera bagi perusak
fatanan sosial," jelasmya,

Sebagai informasi. Aniesti
adalah penganipunan atau peng
hapusan hukuman pidana yang
diberikan oleh Presiden kepada
sekelompok orang atau individu
atas tindak pidana tertentu, seperti
yang diatur dalam Pasal 14 ayat
(1) UUD 1945 di Indonesia. Tin
dakan ini bertujuan untuk meng
hipus setmuz akibit hukum pidana
hiagi mereka vang menerimanya,
dan diberikan dengan memper
fimbangkan pandangan dari DPR.

Sedangkan, Abolisi adalah
penghapusan prases hukum pidana
vang diberikan oleh Presiden ter
haddap sesearang atau sekelom
pok orang, dengan pertimbangan
ferteniu seperti keadilan atau
politik. sebelum perkara tersebut
berkekuatan hukum tetap. Hal
ini berheda dengan amnesti yang
menghapus ukuman bagl orang
yang suckah dijatuhi vonis. mTiF
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